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Abstract: Green open space (RTH) utilization is an important part of spatial planning in Sidoarjo Regency. In 

urban ecosystems, public green spaces are open areas designed for recreation, nature conservation and 

greening in urban environments. According to Local Regulation No. 6/2009 on the 2009-2029 Sidoarjo District 

Spatial Plan (RTRW), public green open space (RTH) is designed for recreation, nature conservation and 

greening. RTH is an important component of Sidoarjo District's spatial planning, especially in urban 

ecosystems The purpose of this research is to evaluate the level of compliance of RTH utilization in Tanjung 

Puri Park with the provisions of Sidoarjo District Spatial Plan No. 6/2009. This evaluation was conducted to 

support sustainable development in Sidoarjo Regency.The results of this study provide the fact that, Green Open 

Space (RTH) Taman Tanjung Puri does not meet the standards of the Sidoarjo Regency Spatial Plan properly. 

This is due to the type of green space and its function not in accordance with the plan, as well as the lack of 

infrastructure and facilities. On the other hand, Tanjung Puri Park is still underutilized as a public space. This 

situation is also caused by a lack of budget, management facilities and infrastructure, poor public 

understanding of the park's existence and purpose, and low community involvement. The conclusion obtained in 

this study is that the potential of Tanjung Puri Park as a public space is hampered by a lack of planning. Taman 

Tanjung Puri has great potential to provide various environmental, social, and economic benefits, but it’s 

utilization has not been optimal due to the lack of supporting facilities, inconsistent maintenance, low 

community participation, and fragmented management being the inhibiting factors.  

 

Keywords: Green Open Space, Green Space Utilization, Spatial Planning, Sidoarjo District 

 

Abstrak: Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian penting dari perencanaan tata ruang di 

Kabupaten Sidoarjo. Dalam ekosistem perkotaan, ruang terbuka hijau publik adalah area terbuka yang dirancang 

untuk rekreasi, konservasi alam, dan penghijauan di lingkungan perkotaan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029, ruang 

terbuka hijau (RTH) publik dirancang untuk rekreasi, konservasi alam, dan penghijauan. RTH merupakan 

komponen penting dari tata ruang Kabupaten Sidoarjo, terutama di ekosistem perkotaan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemanfaatan RTH Taman Tanjung Puri terhadap ketentuan 

RTRW Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009. Evaluasi ini dilakukan untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa, Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) Taman Tanjung Puri tidak memenuhi standar Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Ini 

disebabkan oleh jenis RTH dan fungsinya yang tidak sesuai dengan rencana, serta kekurangan infrastruktur dan 

fasilitas. Sebaliknya, RTH Taman Tanjung Puri masih kurang digunakan sebagai ruang publik. Situasi ini juga 

disebabkan oleh minimnya anggaran, sarana dan prasarana pengelolaan, pemahaman masyarakat yang buruk 

tentang keberadaan dan tujuan taman, dan keterlibatan masyarakat yang rendah. Kesimpulan yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah potensi Taman Tanjung Puri sebagai ruang publik terhambat oleh kurangnya 

perencanaan. Taman Tanjung Puri memiliki potensi besar untuk menyediakan berbagai manfaat lingkungan, 

sosial, dan ekonomi, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya fasilitas pendukung, perawatan 
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yang tidak konsisten, partisipasi masyarakat yang rendah, dan pengelolaan yang terfragmentasi menjadi faktor 

penghambatnya.  

 

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pemanfaatan Rth, Rencana Tata Ruang, Kabupaten Sidoarjo 

 

LATAR BELAKANG 

Perencanaan tata ruang adalah proses mengatur penggunaan lahan dan pengembangan 

wilayah geografis untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, efisien, dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah untuk mengatur 

bagaimana lahan digunakan, bagaimana pembangunan perkotaan dan pedesaan, serta 

bagaimana menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan alam. (Hukum, 

2023) Perencanaan tata ruang suatu komponen penting dari pembangunan suatu wilayah. 

Perencanaan tata ruang membantu menjaga sumber daya alam yang berharga dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, rencana tersebut juga membantu 

penggunaan lahan yang tidak efisien, dan dampak negatif lainnya terhadap kehidupan 

masyarakat dan lingkungan. Keputusan perencanaan tata ruang biasanya melibatkan 

pemerintah daerah, perencana kota, pakar lingkungan hidup, pemilik properti, dan 

masyarakat.  

Perencanaan tata ruang merupakan proses yang terus berubah dan oleh karena itu 

perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial dan ekologi, 

sehingga tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut berfungsi dengan 

baik dan indah bagi masyarakat dan lingkungannya dan menciptakan tempat yang 

berkelanjutan. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan melibatkan keterlibatan 

masyarakat lokal dalam proses perencanaan tata ruang untuk memastikan bahwa kepentingan 

mereka dipertimbangkan dan tindakan diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

sehingga proyek pembangunan harus memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan 

lingkungan. (Almeida, 2016)  

Menurut (Tjokroamidjojo, 1994), perencanaan sangat penting untuk pembangunan. 

Dia berpendapat bahwa pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan, yang 

mencakup pemilihan berbagai pilihan untuk tindakan yang akan dilakukan. Dalam situasi 

seperti ini, perencanaan masa depan sangat penting untuk mengarahkan pembangunan 

menuju tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, Tjokroamidjojo menekankan bahwa 

langkah-langkah yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai 

hasil yang diharapkan dari pembangunan. Ini mencakup perencanaan jangka panjang yang 

mempertimbangkan berbagai opsi untuk mencapai tujuan pembangunan. (Suharyani & 
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Djumarno, 2023). Kebutuhan perencanaan masa depan yang mempertimbangkan berbagai 

opsi adalah komponen penting dari manajemen pembangunan yang efektif. Menurut 

(Ngusmanto & Si, n.d.2015) mengatakan bahwa seorang ahli administrasi publik bernama 

(Fred W.Riggs, 1980) yang menciptakan konsep "ekologi administrasi", yang memasukkan 

komponen manajemen pembangunan ke dalam administrasi. (Fred W.Riggs, 1980) 

berpendapat bahwa jika administrasi ingin mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka 

harus mempertimbangkan aspek dari faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan 

kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Banyak kota di 

seluruh dunia menghadapi masalah perkotaan yang disebabkan oleh tata ruang kota yang 

tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. (Ari Kusumah, 2020)  

Perencanaan tata ruang adalah bagian penting dari pengembangan wilayah karena 

peran pentingnya dalam mengatur penggunaan ruang dan dan pembangunan daerah. Seperti, 

membantu mengatur penggunaan lahan secara efisien dan efektif. Dengan mengidentifikasi 

dan memetakan berbagai jenis penggunaan lahan, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan 

kawasan hijau, perencanaan tata ruang dapat membantu menghindari penggunaan lahan yang 

tidak sesuai dan memastikan penggunaan lahan yang optimal. Perencanaan tata ruang juga 

dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan mengatur 

penggunaan ruang yang tersedia. Ini mencakup pemilihan tempat untuk pemukiman, bisnis, 

pertanian, hutan, taman kota, dan lainnya. Deingan mengidentifikasi potensi wilayah seperti 

sumber daya alam, potensi ekonomi, dan keunggulan komparatif, perencanaan tata ruang 

dapat membantu mengarahkan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada (Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, 2012) 

Gambar 1. Perencanaan Tata Ruang di Indonesia 

 
Sumber: (Publik, 2017) 

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota mencakup pengaturan dan 

perencanaan ruang di tingkat kabupaten atau kota dengan tujuan mengatur penggunaan lahan 
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dan pengembangan wilayah. Pemerintah daerah kabupaten memiliki otoritas untuk 

menerapkan penataan ruang wilayah kabupaten, menurut Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten adalah semua bagian dari penataan tersebut.  

Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota mencakup fungsi sebagai berikut: 

1. Bagian dari proses pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD). 

2. Pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau 

kota,  

3. Sebagai acuan untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang dan jangka 

menengah, lokasi investasi swasta dan pemerintah di wilayah kabupaten atau kota. 

 Seipeirti, peireincanaan tata ruang dan wilayah di Kabupatein Sidoarjo adalah proseis 

peireincanaan yang meilibatkan beirbagai pihak, teirmasuk peimeirintah daeirah, masyarakat, dan 

peimangku keipeintingan lainnya, untuk meingatur peinggunaan lahan dan peirkeimbangan di 

wilayah teirseibut seicara beirkeilanjutan deingan meimpeirtimbangkan keipeintingan sosial, 

eikonomi, dan lingkungan. Meinurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Peinataan Ruang Nomor 

26 Tahun 2007, kawasan peirkotaan adalah kawasan yang meimiliki keigiatan utama bukan 

peirtanian dan meimiliki fungsi seibagai teimpat peimukiman peirkotaan, peimusatan dan 

peinyeibaran peilayanan peimeirintahan, peilayanan sosial, dan keigiatan eikonomi yang 

meinggunakan peireincanaan tata ruang, peimeirintah dan stakeiholdeir teirkait dapat meingatur 

peirtumbuhan dan peimbangunan wilayah seicara sisteimatis dan beirkeilanjutan. Hal ini 

meimbantu meinceigah peirtumbuhan yang tidak teirkeindali dan peimbangunan yang tidak 

teirkoordinasi, yang dapat meinyeibabkan masalah seipeirti keimaceitan lalu lintas, keikurangan 

infrastruktur, dan konflik lahan. Peireincanaan tata ruang dapat meimbantu meineintukan 

wilayah yang beirisiko tinggi dan meingatur peinggunaan tanah yang leibih aman di wilayah 

yang reintan teirhadap beincana alam seipeirti banjir, geimpa bumi, atau peimanasan global. 

Meingeimbangkan tata ruang yang dinamis sambil meimpeirtahankan keileistarian lingkungan 

hidup, peimbangunan nasional harus dilakukan seicara teireincana, kompreiheinshif, teirpadu, 

teirarah, beirtahap, dan beirkeilanjutan.  

Salah satu prinsip penting dalam rencana pembangunan berkelanjutan adalah 

penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan menjaga dan mengembangkan area hijau 

di Kabupaten Sidoarjo dapat memastikan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan 
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dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemanfaatan ruang 

terbuka hijau (RTH) adalah bagian penting dari perencanaan tata ruang di Kabupaten 

Sidoarjo, seperti halnya di daerah lain di Indonesia. Dalam ekosistem perkotaan, ruang 

terbuka hijau publik adalah area terbuka yang dirancang untuk rekreasi, konservasi alam, dan 

penghijauan di lingkungan perkotaan.  

Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", ruang wilayah Kabupaten 

Sidoarjo, yang terdiri dari ruang darat, laut, dan udara, harus dilindungi dan dikelola secara 

berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi amanat tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan ruang dengan menghormati hak setiap orang.  

Salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah yang menarik untuk dipelajari adalah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. RTRW menetapkan struktur dan 

pola pemanfaatan ruang dan berfungsi sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pokok 

pemanfaatan ruang pada tingkat yang lebih rinci di seluruh sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029 mengatur lokasi pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis di Kabupaten Sidoarjo. 

Penataan ruang dilakukan melalui berbagai pendekatan dalam proses perencanaan untuk 

memastikan bahwa daerah selaras, serasi, keseimbangan, dan keterpaduan, serta antar 

provinsi, daerah, sektor, dan pemangku kepentingan. Penataan ruang didasarkan pada 

pendekatan sistem, fungsi utama zona, wilayah administratif, kegiatan zona, dan nilai 

strategis zona. Ruang Terbuka Hijau Publik dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sidoarjo, berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi 

masyarakat setempat, di mana mereka dapat berolahraga, berkumpul dengan keluarga, atau 

hanya bersantai. Menggunakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat membantu mengendalikan 

laju pertumbuhan kota, menjaga area terbuka yang penting, dan memastikan bahwa 

pertumbuhan perkotaan Kabupaten Sidoarjo berkembang secara berkelanjutan. Aksesibilitas 

yang terbatas dapat menjadi hambatan besar bagi mobilitas penduduk dan kemajuan ekonomi 

Kabupaten Sidoarjo. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

estetika daerah dan membentuk identitas lokal yang kuat. Menjaga nilai sejarah atau budaya 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat membantu menjaga akar budaya dan meningkatkan 

kualitas hidup penduduk setempat.  
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Gambar 2. Peta Tanjung Puri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 

 
Sumber: websitekelurangagung.sidoarjokab.go.id 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau 

menetapkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau di setiap kota harus minimal 30% dari luas 

wilayah kota, serta 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. 

Pada kawasan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Puri yang terletak di Jalan Lingkar Timur, 

Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo yang memiliki luas wilayah sebesar 24.000 m2 atau lebih 

dari 2 hektar juga merupakan taman yang paling dekat dengan pusat kota. 

Tabeil 1. 

Menunjukkan ringkasan ruang terbuka hijau publik yang dikelola oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2018 hingga 2021 

Tahun Jenis Ruang Terbuka Hijau Luas RTH Luas Ideal RTH 20 % 

2018-2019 Taman Aktif 135.407,94  

 Taman Pasif 202.998,71 

Meidian Jalan 50.469,20 

Bahui Jalan 10.874,00 0,38 % 

Peideistrian 42.710,72  

Makam 100.000,00 

Jumlah 542.460,57 

Luasan RTH dalam Ha 54.25 

2020-2021 Taman aktif 137,862.00  

 Taman Pasif terdiri dari:  

a. Fasum 22,924.00 

b. Median jalan 50,469.70 0,26 % 

c. Bahu Jalan 10,874.00  

d. Pedestrian  43,145.00 

Jumlah  265,274.70 

Luasan RTH dalam Ha  26.53 

Sumber: dokumen peneliti (Astuti & Rodiyah, 2022). 

Tabel 1. menunjukkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik di Kabupaten 

Sidoarjo telah menurun, menjadi hanya 0,26 persen dari luas idealnya. Ini disebabkan oleh 
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peningkatan penggunaan lahan untuk pembangunan industri dan perumahan, kurangnya 

anggaran pemerintah untuk pembangunan RTH berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran 

masyarakat akan lingkungan. Semakin padatnya penduduk, yang mengakibatkan perubahan 

struktur kota dan peningkatan luas lahan yang terbangun, merupakan faktor lain yang 

menyebabkan kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Sidoarjo. Akibatnya, 

Ruang terbuka hijau publik yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo dapat 

digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berekreasi serta meningkatkan 

kenyamanan dan keindahan lingkungan dengan fokus pada keseimbangan kualitas 

lingkungan hidup perkotaan.Taman Abhirama adalah salah satu taman aktif yang dikelola 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. (Astuti & Rodiyah, 

2022) 

Tabeil 2. 

Luias RTH puiblik yang dikeilola oleih DLHK Kabuipatein Sidoarjo hingga tahuin 2021 

No. Jenis RTH 
Luas RTH 

m2 

1. RTH Aktif 104.354,00 

 a. Taman Puiblik  

 b. Fasuim  16.588,00 

 c. Huitan kota  8.950,00 

 d. Keibuin bibit  8.000,00 

2 RTH Pasif  

 a. Taman Puiblik 22.924,00 

 b. Meidian jalan  51.034,70 

 c. Bahui jalan 16.378,00 

 d. Peideistarian  43.145,00 

 Juimlah 271.343,70 

 Luiasan RTH dalam Ha 27,13 

Suimbeir: dokuimein peineiliti (Stuidi, 2007) 

Seipeirti yang dituinjuikkan dalam Tabeil 2. Luias RTH seibeisar 27,13 ha dikeilola oleih 

DLHK Kabuipatein Sidoarjo sampai tahuin 2021. Taman kota adalah salah satui jeinis ruiang 

hijaui peirkotaan. Salah satui keibuituihan kawasan peirkotaan, teiruitama di puisat kota, adalah 

taman kota. Di Kabuipatein Sidoarjo, RTH adalah taman teirbuika di mana orang dapat 

meinikmati keiindahan dan suiasananya uintuik piknik ataui hanya meinguinjuingi seikeidar. 

Beibeirapa contohnya adalah Taman Tanjuing Puiri di Bluirui, Aluin-aluin Sidoarjo, Taman 

Abhirama di Pondok Jati, dan Taman Bhirawa. Keibijakan uintuik meinyeidiakan ruiang hijaui 

puiblik haruis diteirapkan uintuik reikreiasi, teimpat beirmain, meinceigah banjir, dan meinguirangi 

poluisi uidara (Mashuir & Ruisli, 2018). Taman kota, taman peimakaman uimuim, dan jaluir hijaui 

di jalan, suingai, dan pantai adalah contoh ruiang teirbuika hijaui puiblik yang dimiliki, dikeilola, 

dan diguinakan oleih peimeirintah daeirah kota uintuik keipeintingan uimuim. Istilah "ruiang teirbuika 
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hijaui" meingacui pada ruiang teirbuika hijaui puiblik. Seilanjuitnya, peinting uintuik meilihat apakah 

peimeinuihan 30% yang diatuir dalam UiUiPR diseidiakan oleih peimeirintah ataui oleih swasta. 

Seilain ruiang teirbuika hijaui puiblik, ada ruiang teirbuika hijaui privat yang meincakuip halaman 

ataui keibuin di ruimah ataui geiduing yang dimiliki oleih orang swasta ataui puiblik. Seilain itui, 

Peiratuiran Meinteiri Peikeirjaan Uimuim Nomor 05/PRT/M/2008 teintang Peidoman uintuik 

Peinyeidiaan dan Peimanfaatan Ruiang Teirbuika Hijaui di Kawasan Peirkotaan meimbeirikan 

peinjeilasan tambahan teintang masalah ini. (Tisya, 2022) Ruiang Teirbuika Hijaui (RTH) teirbagi 

meinjadi duia kateigori uitama, yaitui ada RTH Aktif dan RTH Pasif. RTH biasanya diguinakan 

uintuik meileistarikan lingkuingan, meimbeirikan akseis kei alam, dan meinyeidiakan ruiang reikreiasi 

bagi masyarakat. RTH aktif dirancang uintuik diguinakan oleih masyarakat.  

 

KAJIAN TEORITIS 

Kebijakan Publik 

Teori Kebijakan Publik menurut ahli William N Dunn Teori Kebijakan Publik 

William N. Dunn adalah seorang akademisi yang berkontribusi besar pada bidang kebijakan 

publik. Karyanya membahas berbagai konsep dan metode yang membantu memahami proses 

pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam bukunya yang berjudul 

"Analisis Kebijakan Publik: an Introduction", (Imanuddin Hasbi, Hartoto, Dyah Maharani, 

Sriyani, Ella Dewi Latifah, Ardhana Januar Mahardhani, Indri Arrafi J, Hikmah Nuran, 

Attifah Meita Rahmah, Ahmad Subagyo, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Chara 

Roswita, Renaldy Lukmanul Hakim, Khairul Rj, 2021) Dalam metode evaluiasi kebijakan 

yang diciptakan oleh William N. Dunn, enam kriteria utama digunakan untuk menilai 

kebijakan publik. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing kriteria.  

1. Efektivitas (effectiveness): Seberapa baik kebijakan tersebut mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas ini menilai sejauh mana kebijakan mampu 

memberikan hasil yang diinginkan. 

2. Efisiensi (efficiency): Sejauh mana kebijakan tersebut menggunakan sumber daya dengan 

efisien. Evaluasi efisiensi ini menilai seberapa baik kebijakan mengalokasikan sumber 

daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

3. Kecukupan (sufficiency): Sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang 

memadai bagi masyarakat yang dituju. Evaluasi kecukupan ini menilai apakah kebijakan 

memberikan manfaat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki situasi 

yang dihadapi. 
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4. Perataan (equiality): Sejauh mana kebijakan tersebut adil dalam mendistribusikan manfaat 

dan beban di antara berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi perataan ini menilai sejauh 

mana kebijakan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terpengaruh 

oleh kebijakan tersebut. 

5. Responsifitas (responsiveiness): Sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan kondisi atau kebutuhan di lapangan. Evaluasi responsifitas ini menilai 

sejauh mana kebijakan dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap perubahan yang 

terjadi. 

6. Ketepatan (suitability): Seberapa tepat kebijakan tersebut dalam memperbaiki masalah 

atau keadaan yang dihadapi. Evaluasi ketepatan ini menilai sejauh mana kebijakan mampu 

menargetkan masalah atau keadaan yang ingin diatasi dengan tepat. 

Keieinam indikator teirseibuit meimbeintuik keirangka keirja yang kompreiheinsif uintuik 

meinganalisis dan meimbuiat keibijakan puiblik yang eifeiktif dan reisponsif teirhadap keibuituihan 

masyarakat. Eivaluiasi peimanfaatan ruiang hijaui di Taman Tanjuing Puiri dapat dilakuikan 

deingan meingguinakan teiori William N Duinn uintuik meindapatkan peimahaman yang leibih baik 

teintang proseis di balik keibijakan puiblik yang reileivan dan faktor-faktor yang 

meimeingaruihinya. Ini dapat meimbantui dalam meiningkatkan impleimeintasi dan peingambilan 

keipuituisan keibijakan yang leibih eifisiein dan seisuiai deingan keibuituihan masyarakat dan 

lingkuingan. 

Evaluasi Kebijakan Publik  

Teori evaluasi kebijakan publik menurut Carol Weiss, teori evaluiasi kebijakan harus 

mempertimbangkan konteks, proses, dan dampak kebijakan. Pendekatan Weiss menekankan 

pentingnya memahami intervensi kebijakan, yang mencakup analisis kebijakan dan 

implementasi kebijakan, serta evaluasi dampak dari program atau kebijakan tersebut. Dalam 

konteks pemanfaatan ruang terbuka hijau, pendekatan ini memungkinkan penilaian yang 

menyeluruh terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan mempertimbangkan faktor-

faktor lingkungan, proses implementasi, dan dampak sosial dan ekonominya. (Rokhman, 

2020). Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, indikator keberhasilan teori 

evaluasi kebijakan publik Carol Weiss dapat diterapkan saat menilai pemanfaatan ruang 

terbuka hijau seperti Taman Tanjung Puri. Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan 

adalah sebagai berikut:  

1. Reileivansi: Seijauih mana peineirapan keibijakan teirseibuit seisuiai deingan tuijuian awal Reincana 

Tata Ruiang Kabuipatein Sidoarjo, teiruitama dalam hal juimlah ruiang hijaui yang teirseidia.  
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2. Eifeiktivitas: Seibeirapa eifeiktif Taman Tanjuing Puiri dalam meimeinuihi keibuituihan masyarakat 

akan ruiang hijaui teirbuika dan meincapai tuijuian reincana tata ruiang. 

3. Eifisieinsi: Peirtimbangan teintang bagaimana suimbeir daya, baik finansial, teinaga keirja, 

mauipuin waktui, diguinakan dalam peimbanguinan dan peimeiliharaan Taman Tanjuing Puiri. 

4. Keiteirimaan: Seibeirapa baik Taman Tanjuing Puiri diteirima dan diduikuing oleih masyarakat 

seibagai ruiang teirbuika hijaui, dan seibeirapa banyak meireika beirpartisipasi dalam 

peimeiliharaan dan peimanfaatannya.  

5. Eifeik Samping: Meingeivaluiasi dampak neigatif dari peimbanguinan Taman Tanjuing Puiri, 

seipeirti peiruibahan lingkuingan, konflik sosial, dan masalah lainnya.  

6. Keilangsuingan: Seijauih mana Taman Tanjuing Puiri teitap beirtahan, baik dalam hal 

peimeiliharaan fisik mauipuin duikuingan dan partisipasi masyarakat. 

Deingan meimpeirtimbangkan indikator-indikator ini, eivaluiasi peimanfaatan ruiang hijaui 

seipeirti Taman Tanjuing Puiri dapat meimbeirikan peimahaman yang leibih baik teintang 

keibeirhasilan peilaksanaan keibijakan puiblik dalam konteiks ini. 

Model Evaluasi Kebijakan Publik  

Teori Model Evaluasi Kebijakan Publik menurut Daniel Stufflebeam pertama kali 

mengembangkan model evaluasi CIPP pada tahun 1966. Menurut Stufflebeam, evaluasi 

adalah proses melukiskan (delineating), memperoleh, dan menyediakan informasi yang 

berguna untuk menilai alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan berarti menspesifikasi, 

mendefinisikan, dan menjelaskan sehingga informasi yang diperlukan oleh para pengambil 

keputusan dapat dikonsentrasikan. Memperoleh artinya mengumpulkan, mengorganisasi, dan 

menganalisis informasi dengan menggunakan pengukuran dan statistik. Menyediakan artinya 

meningkatkan informasi sehingga memenuihi kebutuhan evaluasi pemangku kepentingan 

evaluasi. Menurut Stufflebeam, model evaluasi CIPP adalah kerangka yang lengkap yang 

dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif 

terhadap elemen program, proyek, personalia, instituisi, dan sistem. Di seluruh dunia, model 

evaluasi ini digunakan untuk menilai berbagai bidang dan layanan, seperti pendidikan, 

perumahan, pengembangan masyarakat, transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer. 

Empat jenis evaluasi terdiri dari model CIPP: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), 

Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi 

Produk (Product Evaluation) (Tan et al., 2010) 
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METODE PENELITIAN 

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena. Fokus penelitian pada Evaluasi 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Tanjung Puri Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang 

Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melihat 6 (enam) indikator keberhasilan Kebijakan Publik 

dari William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas. 

Lokasi penelitian ini berada pada Taman Tanjung Puri Jalan Lingkar Timur, Dusun Rangkah 

Lor, Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Informasi penelitian 

ini yaitu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Dinas 

Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo untuk 

mendapatkan data sekunder, serta wawancara dengan para warga di Dusun Rangkah Lor 

Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan para pengunjung taman Tanjung 

Puri sebagai data primer yang akan berkontribusi pada penelitian ini. Tiga metode yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang pertama yaitu pengumpulan 

data, kedua penyajian data dan ketiga kesimpulan data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau, proporsi ruang terbuka hijau di setiap kota harus setidaknya 30% dari luas wilayah 

kota, dengan 20% dialokasikan untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% dialokasikan untuk 

ruang terbuka hijau privat. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona dan pelaksanaannya diatur oleh 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo. 

Ruang terbuka hijau dimaksudkan untuk menyediakan area terbuka yang dapat digunakan 

oleh masyarakat untuk berbagai tujuan, seperti rekreasi, olahraga, pertemuan sosial, dan 

kegiatan lainnya. Selain itu, mereka bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 
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Tabeil 3. Luias RTH di wilayah Kabuipatein Sidoarjo 

Tahun Kabupaten/Kota 

Luas 

Wilayah 

(km2)(A) 

Luas 

RTH 

(km2)(B) 

%RTH(B/A) 

Taman 

Kota 

(km2) 

Hutan 

Kota 

(km2) 

2023 Kabuipatein 

Sidoarjo 

714,27/ 0,29111/ 

1227,38 

0,04/ 

29.04 

0,15/ 

42,54 

0,01/ 

12,56 

Suimbeir: Dinas Lingkuingan Hiduip dan Keibeirsihan (DLHK) Kabuipatein Sidoarjo  

Deingan deimikian, ruiang teirbuika hijaui meimainkan peiran peinting dalam peimbanguinan 

masyarakat. Taman Ruiang Teirbuika Hijaui (RTH) Tanjuing Puiri beirada di kawasan 

peirmuikiman di Kabuipatein Sidoarjo, Jawa Timuir, Indoneisia. Taman ini meimiliki luias 

24,000m
2
 seikitar 2 heiktar dan meiruipakan salah satui areia teirbuika hijaui yang sangat peinting 

bagi masyarakat dan keiseijahteiraan lingkuingan. RTH Tanjuing Puiri meiruipakan seibuiah taman 

yang teirleitak di puisat kota dan sangat deikat deingan wilayah Mal Peilayanan Puiblik (MPP).  

Gambar 3. 

Teircantuim RTH Taman Tanjuing Puiri pada Reincana Pola Ruiang Blok D-1 SWP Sidoarjo  

 
Suimbeir: Peirda 1 Tahuin 2019 Kab. Sidoarjo 

Taman ini meimiliki beibeirapa fasilitas peindopo ataui gazeibo uintuik duiduik beirsantai 

dan ada duia fasilitas beirmain anak-anak. Hasil peineilitian eivaluiasi peimanfaatan ruiang hijaui di 

Taman Tanjuing Puiri di Kabuipatein Sidoarjo yaitui: 

1. Efektivitas  

Seibeirapa eifeiktif suiatui keibijakan meincapai tuijuian. Indikator ini meinguikuir hasil 

keibijakan saat ini dan apakah hasil teirseibuit seisuiai deingan tuijuian awal. Eifeiktivitas 

beirfokuis pada keibeirhasilan dalam meincapai tuijuian. Pada peimanfaatan ruiang teirbuika hijaui 

Taman Tanjuing Puiri yaitui peincapaian tuijuian dalam eifeiktivitas pada kondisi taman cuikuip 

dikatakan tidak teirawat dan keikuirangan fasilitas yang meimadai, taman beiluim meincapai 

tuijuiannya seibagai RTH, yaitui seibagai ruiang puiblik uintuik reikreiasi, peindidikan, dan 

inteiraksi sosial. Keiteircapaian sasaran pada tuijuian peimanfaatan RTH Taman Tanjuing Puiri 

beiluim teircapai. Hal ini dituinjuikkan oleih juimlah sampah yang teiruis meiningkat di taman, 

fasilitas beirmain anak yang ruisak, tidak adanya fasilitas uintuik peinyandang disabilitas dan 
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adanya beibeirapa tanaman yang tidak teirawat dan beibeirapa fasilitas di taman ini yang 

suidah ruisak. 

2. Efisiensi  

Eifisieinsi adalah uikuiran yang meinguikuir seibeirapa baik hasil yang dicapai 

dibandingkan deingan juimlah suimbeir daya yang diguinakan. Keibijakan yang eifisiein adalah 

keibijakan yang meingguinakan juimlah inpuit yang paling seidikit uintuik meinghasilkan 

juimlah ouitpuit yang paling beisar. Indikator ini meinuinjuikkan bahwa peingeilolaan suimbeir 

daya yang baik seipeirti waktui, uiang, dan teinaga yang dimana sangat peinting uintuik 

meincapai hasil teirbaik tanpa peimborosan. Pada eivaluiasi peimanfaatan ruiang teirbuika hijaui 

Taman Tanjuing Puiri peingeilolaan di taman ini beiluim eifisiein dalam peingguinaan suimbeir 

daya. Warga seikitar meilihat hal ini dari banyaknya gazeibo yang dicoreit-coreit dan areia 

kosong yang diguinakan uintuik gantangan buiruing. Peingeilolaan anggaran pada Taman 

Tanjuing Puiri tidak meimiliki anggaran yang cuikuip uintuik peimeiliharaan dan peingadaan 

fasilitas. Ini meinuinjuikkan bahwa anggaran tidak dikeilola deingan baik. 

Gambar 4. Ringkasan Anggaran Kabuipatein Sidoarjo 

 
Suimbeir: APBD Kabuipatein Sidoarjo 2024 

 

Gambar 5. Ringkasan Rancangan Akhir Reincana Keirja 

Dinas Keibeirsihan Lingkuingan dan Keibeirsihan Kabuipatein Sidoarjo 

 

 
Suimbeir: Reinja DLHK Kabuipatein Sidoarjo Tahuin 2023 

3. Kecukupan 

Keicuikuipan meinilai pada seibeirapa eifeiktif keibijakan uintuik meimeinuihi keibuituihan 

ataui meinyeileisaikan masalah. Indikator ini meingeivaluiasi keimampuian keibijakan uintuik 
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meingatasi masalah saat ini dan apakah ouitpuit yang dihasilkan cuikuip uintuik meincapai eifeik 

yang diinginkan. Pada eivaluiasi peimanfaatan ruiang teirbuika hijaui Taman Tanjuing Puiri 

yaitui keiteirseidiaan fasilitas pada Taman Tanjuing Puiri tidak meimiliki fasilitas yang 

meimadai. Hal ini teirlihat dari fasilitas beirmain anak yang ruisak dan tanaman yang tidak 

teirawat. Kapasitas layanan Taman Tanjuing Puiri juiga tidak dapat meinyeidiakan layanan 

yang meimadai. Hal ini dituinjuikkan oleih peinguinjuing yang suisah dalam meindapatkan 

informasi di taman seipeirti deinah ataui atuiran yang ada di taman. 

Gambar 6. Denah taman yang tidak dapat dibaca 

 
Sumber: Dokumen Peneliti 

4. Kesamaan: 

Kesamaan (equity) mengukur keadilan dalam distribusi manfaat dan biaya dari 

suatu kebijakan. Indikator ini mengevaluasi apakah kebijakan tersebut adil dan tidak 

diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kesamaan menekankan pentingnya akses yang 

merata dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terdampak oleh kebijakan. Pada 

evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri yaitu aksesibilitas Taman 

Tanjung Puri tidak selalu mudah diakses oleh semua orang. Ini terbukti dengan kesulitan 

yang dihadapi oleh orang tua dan penyandang disabilitas. Tidak ada keadilan dalam 

penggunaan Taman Tanjung Puri. Dalam indikator keadilan ini terbukti dengan adanya 

area kosong yang digunakan warga sekitar untuk gantangan burung, yang dapat 

mengganggu pengunjung lain. 

5. Responsivitas: 

Seijauih mana keibijakan dapat meimeinuihi keibuituihan dan keiinginan masyarakat 

diseibuit reisponsivitas. Keibijakan yang reisponsif mampui meinyeisuiaikan diri dan 

meingakomodasi peiruibahan kondisi dan keibuituihan masyarakat. Indikator ini juiga meinilai 

keiteipatan dan keiceipatan dalam meinyeileisaikan masalah. Pada eivaluiasi peimanfaatan ruiang 

teirbuika hijaui Taman Tanjuing Puiri ini tanggapan teirhadap keibuituihan peingeilola taman 
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masih meimpeirtimbangkan keibuituihan para peinguinjuing. Hal ini dituinjuikkan oleih 

banyaknya sampah yang tidak seigeira dibeirsihkan dan keiruisakan fasilitas beirmain anak 

yang beiluim dipeirbaiki seigeira. Masalah ditangani deingan lambat oleih peingeilola yang 

teirkait deingan Taman Tanjuing Puiri seipeirti DLHK dan peituigas keibeirsihan taman teirseibuit. 

Ini dituinjuikkan oleih banyaknya gazeibo yang dicoreit-coreit dan tidak dibeirsihkan deingan 

seigeira. 

6. Kesesuaian: 

Keiseisuiaian adalah uikuiran seibeirapa seisuiai keibijakan deingan standar, prinsip, dan 

atuiran yang beirlakui. Indikator ini meinilai apakah keibijakan seilaras deingan peiratuiran 

huikuim yang ada dan prinsip yang diteirima seicara luias. Keiseisuiaian juiga meincakuip 

peinilaian teintang reileivansi keibijakan deingan konteiks sosial, eikonomi, dan politik yang 

beirlakui. Pada eivaluiasi peimanfaatan ruiang teirbuika hijaui Taman Tanjuing Puiri yaitui 

keiseisuiaian deingan peiratuiran di Taman Tanjuing Puiri beiluim diguinakan seicara peinuih seisuiai 

deingan peiratuiran yang beirlakui. Keiseisuiaian deingan peireincanaan pada Taman Tanjuing 

Puiri beiluim seipeinuihnya diguinakan seisuiai deingan peireincanaannya. Ada teimpat kosong 

yang diguinakan uintuik gantangan buiruing oleih warga seikitar, yang tidak seisuiai deingan 

fuingsinya seibagai RTH. Peingadaan fasilitas dan kuirangnya peimeiliharaan taman, 

banyaknya tanaman yang kuirang teirawat meinuinjuikkan pada hal ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau 

Taman Tanjung Puri sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo, dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau di Taman Tanjung Puri masih belum 

optimal. Meskipun taman ini memiliki potensi besar sebagai ruang publik yang menyediakan 

berbagai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa kendala seperti kurangnya 

fasilitas pendukung, perawatan yang tidak konsisten, dan minimnya partisipasi masyarakat 

dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan taman menjadi faktor yang menghambat 

optimalisasi pemanfaatan taman ini. Selain itu, pengelolaan yang belum terintegrasi dengan 

baik antara pihak pemerintah dan masyarakat juga berkontribusi terhadap kurang 

maksimalnya dalam fungsi ruang terbuka hijau ini. Oleh sebab itu, di sarankan perlu 

diadakannya integrasi dan koordinasi oleh instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang 

(DP2CKTR), harus berintegrasi dan bekerja sama dengan melibatkan masyarakat umum dan 

sektor swasta dalam pengelolaan Taman Tanjung Puri. Hal ini dapat dicapai melalui forum 
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diskuisi, rapat koordinasi, atau pembentukan tim pengelola yang multi-stakeholder. 

Diharapkan bahwa integrasi dan koordinasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan taman, menghasilkan Taman Tanjung Puri yang lebih bersih, terorganisir, dan 

bermanfaat bagi masyarakat setempat atau pengunjung taman. Serta, perlu dilakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH dan manfaatnya bagi 

lingkungan dan kualitas hidup. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai 

media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan. Dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat tentang RTH, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam 

menjaga dan memanfaatkan RTH dengan baik, termasuk Taman Tanjung Puri. 

Pengembangan dan diversifikasi fasilitas di Taman Tanjung Puri harus dilakukan untuk 

meningkatkan daya tarik dan minat pengunjung agar lebih efisien. Diharapkan Taman 

Tanjung Puri akan menjadi tempat publik yang inkluisif dan ramah bagi semua dengan 

pengembangan berbagai fasilitas, termasuk area bermain anak, ruang olahraga, ruang untuk 

penyandang disabilitas, dan ruang serbaguna. Untuk membuat Taman Tanjung Puri lebih 

nyaman dan menyenangkan untuk dikunjungi, pemeliharaan berkala diperlukan untuk 

menjaga keindahan dan kebersihan taman. Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan 

Taman Tanjung Puri. Untuk tujuan kesesuaian, Taman Tanjung Puri harus digunakan sesuai 

dengan ketentuan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dicapai 

dengan meninjaui kembali peruntukan lahan dan tata ruang taman untuk memastikan bahwa 

pemanfaatan taman tidak bertentangan dengan ketentuan RTR. Taman Tanjung Puri adalah 

ruang publik yang diatur oleh Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kabupaten 

Sidoarjo. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, Taman Tanjung Puri diharapkan dapat 

menjadi RTH publik yang efektif, responsif, dan sesuai dengan RDTR Kabupaten Sidoarjo 

untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungan. 
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